
BT'PATI MOROWALI
PROVINSI ST'I"AWESI TEITGAH

PERATURATY BUPATI MOROWALI
NOMOR ?' TAHUN2OT6

TEIYTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

PARIUNSATA

DEIYGAN RAITMAT TT'HAN YANG MAIIA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan menciptakan usaha yang kondusif,
sehat, dinamis harus dijamin kepastian hukum dan
perlindungan kegiatan usaha secara tertib, transparan,
j uj ur citur benar;

b. bahil-a untuk mendorong pemerataan kesempatan
berusaha dan memperoleh manfaat bagi masyarakat
dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan
lokal, Nasional dan global;

c. bahwa uniuk dapai menyeienggarakan 'r.jsaha pariwisafa
sebagaimana dimatisud dalam pasal 14 ayat (1) dan
Pas:l !5.1r1rat {'! ) I_Tndanr,-tlndans Nomor 1O Tahun ?O0g
tentang Kepariwisataan dan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang transparan serta adanya data
yang akurat tentang jumlah dan jenis usaha yang ada di
Kabupaten Morowali, ma.ka pengusaha pariwisata wajib
me ncia-iia.r-kain iisaihii.-ry a kepadii pemennial', Daerallr;

b. bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha pariwisata.

L{engingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun lggg tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowa_li
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor lZ9, Tarr',bahan
i,embaran i'iegara Repubiik incionesia iiomor 390O1
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 20OO tentang perubahan Undang_
Undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowa_li dan Kabupaten
Eanggai Kcpuiaual (irrli.reu.aur iic6,ar.a itcpubilk



Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 7g, Tambahan lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 3966 );2. Undang-Undang Nomor lO Tahun 2OOg tentang
Kepariwisaiaan (irmbaran i.iegara Repubiik incionesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966):

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah ( lembaran Negara Republik
Iadcacsia Tahua 2014 Nornor 2a4, Ta:lbJan Lcrnba.rar
Negara Repubtik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 0ndang-
Undalg iiorrrur. 9 Tairul 20i5 icni.alg Fcr ubairtur Kcti,.ia
Atas Llndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan kmbaran
Negara Republik Irtdoncsia Norrror 5679);4. Peraturan Menteri Ketrudavaan dan pariwisata Nomor
PM.85/HK.50I|MPK/2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa peg'alanan Wisata;

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.86/HK.50 I/MpKl20tO tentang Tata Cara
Pcliiu-fil;-rul Usa_lla pclt3rcCia.r:l ALurlludasi;

6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.87/HK.5Ol/MPK12OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
Fivi.881HK.50 iiMFW2AiO teni€ng Tata Cara
Pendaftaran Usaha Kawasaa pariwisata:

8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.89/HK.50L/MpK/2OtO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;

9. Pcralurtur ivieni,cri Kebuciayaan cian pariwisaiii ftornor
PM.90/IHI(.50I/MPK/2OIO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.g1/HK.501/MPK/2010 tentang Tata Cara
Penciai'iaran Usaha penyeienggaraan Kegiaian i-iibural
dan Rekreasi;

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Nomor
PM.92/HK.501/MPK/2OLO tentang Tata Cara
Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwi sata:

i2. Feraturan ivienteri Kebuciayaan cian pariwisara Nomor
PM.93/HK.5Ol lMPKl2OlO tentang Tata Cara
Pend=ftar-:n I Jsnhe penr.'elen e,g:a rn a n perter.nrren
Perjalanan Insentif, Konferensi dan pameran:

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata
PM.94/HK.5Ol/MPK/2OLO tentang Tata
Penda-ftaral Usaha Jasa Konsultan pariwisata;

i,:i. Feraiiirar-r ivienieri Kebiiday aarr,jai:^ pa,-i-*-rsa-.a

PM.95//HK.50llMPK/2OtA tentang Tata
Pendaftaran Usaha Jasa Informasi pariwisata;

Nomor
Cara

Cara



15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata
PM.96/HK.50l/MPK/2OtO tentang Tata
Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;

i 6. Peraiuran ivienteri Kebuciayaan cian pariwisaa
PM.97lHK.50l lMPKl2OtO tentang Tata
Pendaftaran Usaha Spa;

Nomor
Cara

iiomor
Cara

Menetapkan:

MEMIIIUSKAN :

PERATT'RAN BT'PATI TENTANG TATA

PEI|IIAT"TARAN USAIIA PARIWIAATA

BAB

I( TENTUAIT UMIIM

Pa&l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupau adalah Bupati Morowall
3. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan pariwisata

Kabupaten Morowali.
4. Usaha adalah setiap tindakan

perekonomian yang dilakukan untuk
dan-/atau leba.

5. Usa}ra Pariwisata adalah usaha
bagr pemenuhan kebutuhan

atau kegiatan dalam bidang
tujuan memperoleh keuntungan

yang menyediakan barang dan/ jasa
wisatawan dan penyelenggaraan

pa;'iwisa-ia.
6. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan

wisata dan agen peq'alanan wisata.'/. Usaha Penyeciiaan Akomociasi adaiah usaha penyediaan peiayanan
penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan
pariwisata lainnya.

8. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan
makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan
perlengka-pa-n r-rntr rk flroses pembna.tan.fienl.'ia.pa.n dan I a.ta.1.r.

penyajiannya.
9. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/ atau

ptig;li,iiiiii: ki,i',i aisi:;: iiri'"uli ii'ici:;ci:ulii kcbuluhi,ui pi,iii*is-i- r,-i i.,i-i
perafuran perundang-undangan.

10. Usaha Jasa Transportasi Wisata adaiah usaha penyediaan angkutan
untuk kebutuhan <ian kegiatan pariwisata, bukan angi<utan
transportasi reguler/ umum .

11. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata
alam, dan/ atau daya tarik wisata buatan manusia.

12. Usaha Penyeienggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha
lenrrelenggaraan kegiatan hempa usaha seni perfr-rnjr:kan, arena
permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang
bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalanrnya wisata
+: -+.-. -1.-..-. .- -..-.ur la. ua.ar l'Pa.

13. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/ atau
pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan
wisatawan cianT atau keburuhan bro pegatanan wisata.

14. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Pe{alanan Insentif,
Konferensi dan Pameran adalah pemberian iasa bagi suatu pertemuan



. sekelompok orang, .penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan' mitrausahasebagai,iT!"*?*:pr.Jt""irry", 
".ro?.*;rl"&*"""pameran dalam rangka penyebar luasan lnlormasi dan promosi suatu

. _ -o.".1"g 
dan ja,sa l,ang beiskala 

"""1n"r1, ."gronal dan internasional,15. Usaia Jasa Konsultan pariwisata 
"Jl"fr"rr..fr. p";;;;;;;,;;"r"dal rekomendasi mengenai studi- kelayakan, perencanaan,pciigcioiaa;i usaiia, pciicLitiaui clal pciiiasai.aii rlibi.: -. .. -.kepariwisataan. rv^uqe<lqrl \'lvi\iiiiit

r 6' usaha Jasa Informasi pariwisata adalah .usaha penyediaan data,berita, learure, lbto, vicieo, oan- irasii peneiitran mengena_lkepariwisataan yang disebark", a"r.* b";t"i #;;;"k i"i7r.o'
17. Usaha Wisata Tirta 

- 
adalah usaha penyelenggaraan w.isata danolahraga air, termasuk penyediaan 

"*irr" darl lrasaran" ...t" .;"""lajnn;ra_ ;ra_ng dikelola =."",r" ko_"rsiaia$.ru:.an.l".l,rt ;;;.Jnsr,i.danau dal] waduk. ,'.'''.. '-'4Jr'.4t, >r.{r _
tt'3:tit?::1L-1,":31,p1.,1*i3y-"gmemberikanlavanandengan

rayanan -,*;#t .4 "lLJ"j;;:H'ft i, "e;;;"ffiL TH*tujuan menveimbll-g!1l jiwa aan iaga i"rg* retap memperhatikantraciisi cian buciaya bangsa incionesia.
19. Tanda Daftar Usaha pariw.isata adalah dokumen resmi yangmemhr_rktrk.:::: ba!.r,a- us1!e pori.,'i*.tn ]..?ng 4r!ak rk.e,n nlehpengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha pariwisata.

BAA II
USAIIA PARTUNSATA

pasal 2
(1) Bidang usaha pariwisata yang didaftarkan adarah sebagai berikut :a. Usaira jasa peq'alaaan wisita;

o. u sa-rra penyeciiaan akomociasi
c. Usaha jasa makanan dal minuman;
d. Usaha kawasan pariwisata:
e. Usaha jasa transportasi wisata;
f. Usaha daya tarik wisata;
s. I_Isaha nenrrelenqgaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:h. Usaha jasa prariirwisata;
t. y_".1_1 Ti]:"lenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensioaii ilaiiliiail;
j. J{safra jasa konsultan pariwisata;
k. Usaha jasa informasi p'"ri*i..t";'
i. Usaha wrsata urh; dan

m. Usaha spa;
(2) Bidang Usaha pariwisata. sebagaimana dimaksud pada ayat (l)memiliki jenis usaha dan suU.yenis usafra.

BAB III
TUJUAN

Pasd 3
Pendaftaran Usaha pariwisata bertujuan untuk :a' 

[",ffU"i:ftian hukum dJ;;;"4d;kan usaha pariwisata bagi



b. Menyediakan sumber informasi bagr semua pihak yang' berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha
Pariwisata.

BAB IV
TEMPAT PEI{DAT"TARAN OBJTK DAIT TA"ITGGTIITG JAWAB

Pasal 4
Pendaftaran Usaha Pariwisata di Daerah dituiukan kepada Bupati.

Pasal 5

(1) Pendaftaran usaha pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua
bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.

(2) Pendartaran usaha pariwisata <ii <iaerah ciiiakukan oieh pengusaha.
(3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan
untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

(4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau keci.l
seba-gajma.rra dirna&sr-rd nada. a1'at (-3! dapat mendaftarkar r_r saha.
pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasd 6
Pengusaha pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau
berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan
hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TAHAPAN

Bagian kesatu

Unun
Pesel 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata menca-kup :

a. permohonar pendaftaran usaha parivrisata;
b. pemeriksaan berkas permohonan penda-ftaran usaha pariwisata;
c- pencanhlrnan ke dalam Daftar l-Isaha Pariu"isata: dan
d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pard E

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa
memungut biaya dari pengusaha.

Bagian kedua

Pendaftaraa Uaaha Parlwlsa

Pasaf 9
(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis

oleh pengusaha.
(2) Pengajuan permohonan pendaftara-n usaha pariwisata disertai dengan

dokr-:rnen:
a. foto copy kartu tanda penduduk;
b. foto copy akte pendirian badan usaha bagi yang berbadan usaha;
.-. !.-.:.-- - -. . -. -. - - : ! : . -. +--.:.,--:.-..-.--+.---.. -1.-.; '--\-. r\rLv \-wPJ lJrrr u/I\rrrr.LrrLano. r.urr .



1. persetu_iuan prinsip / rekomendasi;
2. rekomendasi analisis dampak lingkungan, upaya pengelola

lingkungan, upaya pemantauan lingkungan;
3. izin nendinkan bangr:nan:
4. surat izin tempat usaha dan izin gugatan; dan
5. izin penggunaan bangunan bagr kondominium hotel.

ial 5.-.,.......i........ ..1.-.!..-,---..-.--. .-.-.:-..-..-..-.:.-.--...... . 1 i . , . . . 1 , . . . . . 1 .....1.-. 11\
t\r, r vrrEat, qar D! wo.5a,rrlra.ird, \uuro.^r!.\r yq!aa a.J d.L \..,

disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau
memperlihatkan foto copy atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai
ciengan ketentuan peraturan perunciang-unciangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data
dan dokumen vang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayaf (2), dan ayat (3) adafah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

Bagtan kctfsa
Peacantuman Ke Dalam Daftar Usaha Partwtsata

Pasd lO

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
D. ranggal penciailaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. alamat pengusaha;
e. narna pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan

usaha
f. jenis usaha;
g. merek usaha, apabila ada;
h. alamat lokasi usaha;
i. nomor akta pendirian bada.n usaha dan penr,tr2hannva. apahila ada.

untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu
tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;

..j. :'ial:;a izi:l d..ll nc:t:or. izi:l tel-lllis, sel.tr:. :la:lu da:l llcllcl. J+l.lui::c:i
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;

k. kapasitas yang tersedia;
i. keterangan apabiia ciikemuciian hari rerciapat pemutakiriran terhaciap

hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hurrf a sampai dengan
huruf k; dan

m. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara
pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha
pa:ir.r.'isa-ta- d_a:.- l a-t_a:--t pernba_ta-lan pendaJtaran usalla narirr.isa.ta.

Pasd 11

Daftar usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/ atau
dokumen elektronik. 

,

Bagian Kcempat

Penerbltan Tanda Daftar Usaha partrisata

Pasd 12
Bupati berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan Tanda Daftar
Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha.

Paoal 13
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :
a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;



c.'
A

f.
o
h.

nama penzusaha;
alamat pengusaha;
nama pengurus badan usaha;
jenis r-r -sa ha:
merek usaha, apabila ada;
alamat tempat usaha;
iioi-iior ak'r.a pciiriiiiaii baclai; usalia ,Ja;i pciiibaliainijr.a, apaL;ila a,Ja,
untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu
tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
nama cian nomor izin tei<nis, serta nama cian nomor cioKumen
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
nama dan tanda tangan peiabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha
Pariwisata; dan

1. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha pariwisata.

Pasd 14
Tanda Daftar usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha
i.ciarh riiip:ri- i.ienJ-lerigg.ii-ui<iir-r usahii priri-.,vis-Li.

Begian Kelims
Pemutakhlran Daftar Usaha parlvlsata

Pasal 15

(1) Pengusaha w4jib mengajukan secara tertulis kepada Bupati
permohonan Pemutal<hiran Daftar Usaha pariwisata apabiia terdapat
suatu perubahan konciisi terhaciap ha.r yang tercanrum oi oaram
Daftar Us$a Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kerja setelah suatu perubahan teriadi.

12) Pengajuan permohonan pemutakhiran Da_ftar Usaha pariwisata
disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.

{.3) Pengajr-ra:r dok',r-men penr_rnja:rg sebagaimana dimaksud pada. a1.,a.t f2l
yang berupa foto copy disampaikan dengan memperlihatkan
dokumen aslinya.

i+i Peiigus:lhti -;;a.;ib menja,'rriii bah'*'ai datil. d;iii .li;kuir-iei: Jini6
diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ayat (2), dan ayat
(3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

(5) Berciasarkan Da-ttar Usaha pariwisata yang teiah ciimutai<hirkan,
Bupati menerbitkan Tanda Daftar Usaha pariwisata untuk
diserahkan kepada pengusaha.

(6) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha pariwisata sebagimana
dimaksud pada ayat (5), Tanda daftar Usaha pariwisata terdahulu
dicabut dan dinvatakan tidak bertakr: laoi.

(71 Pengusaha mengembalikan Tanda D"aftar pariw.isata terdahulu
kepada Bupati.

BAB VI
PEMBEKUAII SEMENTARA DAN PEMBATAI,AN

Bagian Kesqtu

Pembekuaa Sementara

Palal 16
(1) Bupati melalui Dinas membekukan sementara Tanda Daftar Usaha

Pariwisata jika pengusaha :

J.



(3)

a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan
sementata kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; atau

b. tjdaL menrtelengsarakan kegiatan r-:_saha secara terus menerus
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara
apabiia pciidai'i.a;'a-ti usaiia pa;.i-*.isaia tlibckukaii sciiiciirai.a.
Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha pariwisata

!"p3a." Bupati paling lambat dalam jangka wakru t4 (empat beias)
hari keqa seteiah mengaiami hai sebagarmana ciimaksud pacla
ayat (1).

Pasal 17

1) Pengusaha dapat meng4jukan permohonan pengaktifan kembali Tanda
Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
a. Terbebas ciari pembaraian kegiatan usana cian/ arau pembekuan

sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat
( I ) huruf a; atau

b. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan
usa-ha- pan-r'.nsa.ta, seba-gaima_na dima.ksr_rd da-la_m
huruf b.

2) Pengajuan permohonan pengaktifan

kembali kegiatan
pasal 15 a,ya-t ( 1)

kembali pendaftaran usaha

;. Dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha
teiah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usatra dan/atau
pemberuan sementara kegiatan usaha

b. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang
menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kemba-ti
kegiatan usaha pariwisata

c. Pengusaha w4jib menjamin bahwa dokumen yang
diserahkan adalah absah, benar dan sesuai denqan fakta

Bupati melalui Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan,
kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda
Dai-Lai Usaira Pai i-;visaia iiaii bukti J*aiig lictiuiijaiig sri*.a
memberitahukal secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada
pengusaha.
Bupati meiaiui Dinas mencatumkan pengaktrr-an Tancia Dat-tar Usaha
Pariwisata kedalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu)
hari keria setelah permohona-n pengaktifan kembali pendaftaran usaha
dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah diaktiJkan kembali,
Bu1-ta.ti mela,h,r-i Dina-s menyera.hka.n kemba,li Ta-nda llaftar I-lsaha
Pariwisata kepada pengusaha paling lambat da-lam jangka waktu 3
(tiga) hari kerja setelah pencatuman pengaktifan kembali Tanda Daftar
Usaii;:. Pii.,-i",visa'r,ii 1ie.1a-1:iiri Dii-fli.i- UsiJ.* Pu-li',', iuiiLii.

3)

+)

s)



Bagian Kedua

Pembatalan

Pagal 18

(1) Bupati melalui Dinas membatalkan Tanda Daftar usaha pariwisata
jika pengusaha :

a. terkena sanksi penghenrian tetap kegratan usaha sesuai ciengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus
untuk jangka waktu I (satu) tahun atau lebih; atau

c. membubarkan usahanya.
{2) Tanda Dafta,r I-TsLha- Pariu'isata trdalc berlaln-r lagi apabila dibatalka.n.
(3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati

paling lambat 14 (empat belas) hari keq'a setelah mengalami hal
scbagaii:ra;ia diliaksud pada ai'at {J.).

BAB VII
PENGAWASAIT

Pasd 19

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan dalam rangka
pendaftaran usaha pariwisata.

(2) Pengawasal ssilagaimana ciimaksuci pacia ayar (i) meiipuu
pemeriksaan sewaktu-waktu kelapangan untuk memastikan
kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha pariwisata

BAA VIil
PEI{DAITAAJT

Pasd 20
Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
SATTKSI ADMIMSTRATIF

Pasal 21
Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran iisan;
b. teguran tertulis;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian tetap kegiatan;
e. pencabutan sementara izin;
f, pencabr-rta_n tetaf) izin:
g. denda administratif; dan /atau
h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan

-_--. ,-,1,,-,, . ,-.1...... ...
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BAB X
K TENTUAN PERALIHAN

P$a| 22

Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin Usaha Kepariw.isataan vang
masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini untuk sementara diperlakukan sama dengan
Tanda, Daftar I,Isa ha, Pa.rivrdsata_.
Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Izin
Usala Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
=_--"":"r'"=- =-=-:"!-"-"n PciiJajLa;i:-r: Usaifiii P:ri',visiili r1-i ivi-i; iL;
memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu
iama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

BAB XI
I( TENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini

mengetahuinya,
dengan

pengundangan
Berita Daerah

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 s<?+e.u-be4- eo\b

BUPATI MOROWALI,

HAFID

Diundangkan di Bungku
pada tanggal Q *(o*bt- Zotb

SEI{REfARIS DAERAII
i{AB-r.tPATEii MOROT-A-LI,

MAIDHZUT{ ILWAN RIDITWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2016 NOMOR O?)

], iien;i!a Dinas/Badan
u [{,-,F"iia lJiduil0
'' :(;:i,.a la Baqiafr


